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Kata Pengantar

     Pu j i  syukur kami  panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,  karena
berkat l impahan rahmat dan karunia-Nya kami  b isa menyelesaikan
penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Standar Data Stat ist ik .

     Berdasarkan Peraturan Gubernur Su lawesi  Se latan No .  57 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Su lawesi  Se latan Nomor 1
Tahun 2021 Satu Data Su lawesi  Se latan ,  D inas Komunikas i  Informasi
Stat ist ik  dan Persandian Provins i  Su lawesi  Se latan merupakan instansi
daerah yang d itetapkan sebagai  wal idata yang bertugas melaksanakan
kegiatan pengumpulan ,  pemer iksaan,  penge lo laan Data ,  serta
penyebar luasan Data yang d isampaikan o leh Produsen Data .  Sa lah satu
pr ins ip  satu data yang waj ib  d ipenuhi  ada lah tersedianya standar data
stat ist ik  yang d itetapkan o leh Forum Satu Data T ingkat Pusat .

Tugas wal idata da lam penyelenggaraan kegiatan stat ist ik  sektora l  ada lah
mendorong produsen data kaitannya dengan standar isaasi  data dan
ind ikator stat ist ik  serta penerapannya da la set iap tahapan proses b isn is
SDI .  Buku pedoman Permohonan Rekomendasi  Stat ist ik  Sektora l  in i  memuat
penje lasan tentang konsep dan def in is i ,  proses b isn is ,  ap l ikas i ,  formul ir ,
serta panduan pemer iksaan rekomendasi  stat ist ik .  Buku in i  d isusun da lam
rangka member ikan pedoman dan wawasan  bagi  para produsen data serta
stakeho lder terkait  la innya.  Buku in i  akan terus d i lakukan reviu dan evaluas i
secara berka la da lam rangka peningkatan kua l itas .  O leh karena itu ,  saran
dan masukan yang membangun,  kami  harapkan untuk pengembangan
kedepannya.  Kepada semua p ihak yang ter l ibat da lam penyusunan modul  in i ,
d isampaikan ucapan ter ima kasih  dan apres ias i .

Makassar, 16 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian 
Provinsi Sulawesi Selatan,

A. Winarno Eka Putra, S.STP.,M.H.
NIP. 19870716 200112 1 004



Daftar Isi

iii

Kata Pengantar..................................................................... 
Daftar Isi............................................................................... 
Kebijakan Satu Data Indonesia............................................
Prinsip Satu Data Indonesia.................................................
Dasar Hukum........................................................................
Azas Pembentukan Standar Data Statistik..........................
Mengapa Perlu Standar Data Statistik.................................
Komponen Standar Data Statistik........................................
Lini Masa Pengajuan Standar Data Statistik........................
Standar Data Statistik Lintas Instansi..................................
Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi........................ 
Perbedaan Standar Data Statistik Lintas dan Tidak Lintas
Instansi.................................................................................
Instrumen Pengajuan Standar Data Statistik.......................
Formulir Pengajuan Usulan Baru SDS................................
Formulir Pengajuan Pemutakhiran SDS..............................
Temuan Masalah Pengisian Formulir .................................
Daftar Pustaka.....................................................................

ii
iii
1
2
3
4
5
6
7
8
17

20
22
23
25
27
28



Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (SDI)

   Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata
kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar
Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data
Induk.

1

Kebijakan Satu Data
Indonesia
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Prinsip Satu Data
Indonesia

PP No.39 Tahun 2019 tentang
S a t u  D a t a  I n d o n e s i a

Pasal 3 



Perpres 39 Tahun 2019_Pasal 22 ayat 1
Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:
a.Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah megenai Standar
Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b.Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c.Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 20 ayat 11

3

2
Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 21 ayat 1

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:
a.Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
b.Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
a.Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
c.Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

DASAR HUKUM

3
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Azas Pembentukan
Standar Data Statistik

1
2

3
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Relevansi,
Ketidakberpihakan,
dan Keterbukaan 

Standar
Profesional,

Prinsip Ilmiah, dan
Etika Profesional

Akuntabilitas
dan

Transparansi

Sumber 
Statistik Resmi

Koheren dengan
Penggunaan

Standar
Internasional

Berdimensi
pembangunan

1. Relevan artinya agar dapat memfasilitasi
dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat
dan/atau Instansi Daerah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketidakberpihakan artinya tidak memihak
kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang
berkepentingan dapat berpartisipasi dalam
pengembangan standar dan dapat
menyalurkan kepentingannya dan
diperlakukan secara adil.
 
 2. Dalam penetapan standar, badan statistik
memutuskan berdasarkan pertimbangan
profesional, termasuk prinsip ilmiah dan
etika professional.

3. Akuntabilitas artinya penetapan standar harus
sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber,
metode dan prosedur statistik agar dapat
digunakan untuk interpretasi data dengan benar.

Transparansi, artinya transparan agar semua
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang
berkepentingan dapat mengikuti dan mudah
memperoleh semua informasi yang berkaitan
dengan pengembangan standar. 

 4. Standar yang ditetapkan harus dijadikan
sumber rujukan statistik resmi. Oleh karena itu
standar yang ditetapkan juga harus memiliki
sumber yang sahih.

 5. Pengembangan standar sejalan dengan
standar internasional untuk menjamin
keterbandingan data secara internasional dan
mendorong konsistensi dan efisiensi sistem
statistik meskipun digunakan dengan cara yang
berbeda dan untuk berbagai penggunaan.
 
 6. Memperhatikan kepentingan publik dan
kepentingan nasional.
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Mengapa Perlu
Standar Data Statistik?

TUJUAN
Kemudahan dalam pengumpulan,
berbagipakai, dan integrasi data.
Kemudahan dalam penggunaan data,
memberikan akurasi dan konsistensi data,
memperjelas makna yang ambigu dan
meminimalkan pengumpulan data yang
serupa.

   Standardisasi data sangat penting karena data sangat
beragam. SDS akan memudahkan penggunaan data,
memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna
yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang
serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Meningkatkan integritas
dataset yang dirilis oleh

pemerintah melalui
standardisasi

penyelenggaraan data
pemerintah dalam hal

penetapan konsep,
definisi, klasifikasi,

ukuran, aturan dan
asumsi.

Memperbaiki alur
koordinasi dan

komunikasi antar
Pembina Data selaku

Badan Pemerintah yang
memiliki kewenangan

untuk melakukan
pembinaan bagi

pengembangan dan
pembakuan Standar
Data Statistik dengan

Walidata dan Produsen
data di setiap Instansi

Pemerintah

MANFAAT MANFAAT1 2
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Konsep

Definisi

Klasifikasi

Ukuran

Satuan

“ide yang mendasari Data dan tujuan Data
tersebut diproduksi.”

penjelasan tentang Data yang memberi batas
atau membedakan secara jelas arti dan cakupan
Data tertentu dengan Data yang lain.

“penggolongan Data secara sistematis ke dalam
kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara
luas.”

unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah,
kadar, atau cakupan.

“besaran tertentu dalam Data yang digunakan
sebagai standar untuk mengukur atau
menakar sebagai sebuah keseluruhan.”

Komponen
Standar Data Statistik
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Pengajuan usulan SDS oleh walidata
JANUARI-DESEMBER

Reviu usulan SDS oleh Pembina data
JANUARI-DESEMBER

Penetapan SDS
OKTOBER-DESEMBER

Lini Masa Pengajuan
Standar Data Statistik



S T ANDAR  DAT A  S T AT I S T I K
L I NT AS  I NS T ANS I
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Alur Pengajuan Standar Data
Statistik Lintas Instansi

Pengajuan Standar Data Statistisk
dikatakan lintas instansi, apabila

variabel/indikator yang ingin
distandarkan dimanfaatkan oleh

satu atau lebih dinas/instansi
daerah.

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA�DI
TINGKAT DAERAH
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LANDSCAPE
CONTENT

Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SDS (Bag. 1)
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LANDSCAPE
CONTENT

Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SDS (Bag. 2)



Pelaku dan Peran dalam Pembentukan
Standar Data Statistik Lintas Instansi

Berdasarkan Perpres No. 39/2019 , terlihat bahwa
ada 3 pelaku/aktor yang terlibat dalam
pembentukan standar data, khususnya standar
data statistik:

- Pembina data, dalam hal ini unit yang ditunjuk
untuk mengembangkan standar data adalah BPS

-Walidata, dalam hal ini Pusdatin atau unit yang
ditunjuk sebagai walidata di K/L/D/I

-Produsen Data, dalam hal ini adalah direktorat
pada K/L/D/I yang bertugas menghasilkan data

12



Tahap Pengajuan
Standar Data Statistik
Pengajuan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Prosedur Data

Identifikasi data yang
ingin dihasilkan.

Menentukan cakupan
penggunaan (lintas

instansi/tidak).

Mengidentifikasi
indikator dan/atau

variabel yang
digunakan.

Melakukan pengajuan
standar data, jika
standar data tidak

sesuai tujuan.

Mengecek standar data
statistik yang telah

ditetapkan oleh
Pembina Data Statistik.

13



Walidata Kab/Kota memeriksa
pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen
Data Kab/Kota selanjutnya meneruskan ke

Walidata Provinsi.

Walidata Provinsi memeriksa
pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Provinsi

dan Walidata Kab/Kota.
Selanjutnya Walidata Provinsi mengelompokkan
usulan tersebut berdasarkan K/L Pembina dan

meneruskan usulan ke K/L Pembina.

Walidata K/L Pembina memeriksa masukan
usulan dari Produsen Pusat dan OPD sesuai

subject binaan mereka, selanjutnya
meneruskan ke Pembina Data.

Pemeriksaan
Standar Data Statistik
Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Walidata

Walidata Kab/Kot

Walidata Provinsi

Walidata Pusat

14



Pemeriksaan
Standar Data Statistik
Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Pembina
Data

Dasar rujukan internasional (jika ada) atau
rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah)
yang berlaku lintas instansi

Ketersediaan dan kejelasan dari standar
data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan
satuan)

Perbedaan penamaan standar data statistik
yang diajukan namun memiliki makna yang
sama dengan standar data statistik yang
telah ditetapkan

Penggunaan data yang akan dihasilkan dari
standar data statistik yang diajukan

15



Penetapan
Standar Data Statistik
Lintas Instansi

Penetapan yang dilakukan oleh
BPS hanya untuk SDS yang
berlaku Lintas Instansi.

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA�DI
TINGKAT DAERAH

16



STANDAR  DATA  STAT I S T IK
T IDAK

L INTAS  INSTANS I



Alur Pengajuan Standar Data
Statistik Tidak Lintas Instansi

Pengajuan Standar Data Statistisk
dikatakan tidak lintas instansi,

apabila variabel/indikator yang ingin
distandarkan dimanfaatkan oleh

internal dinas/instansi daerah yang
mengajukan.

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA�DI
TINGKAT DAERAH
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Penetapan SDS yang tidak lintas
instansi ditetapkan oleh pimpinan
K/L Pusat masing-masing sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA�DI
TINGKAT DAERAH

Penetapan
Standar Data Statistik
Tidak Lintas Instansi
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Perbedaan Standar Data Statistik
Lintas  dan Tidak Lintas Instansi

20



INSTRUMEN
STANDAR  DATA  STAT I S T IK



Instrumen Pengajuan
Standar Data Statistik

1. FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU

2. FORMULIR PENGAJUAN
PEMUTAKHIRAN

22
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FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU SDS

Instrumen Pengajuan
Usulan Baru Standar Data
Statistik digunakan ketika
Kementerian/Lembaga
tidak menemukan
Standar Data Statistik
yang dibutuhkan.
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FORMULIR PENGAJUAN
PEMUTAKHIRAN SDS

Instrumen Pengajuan
Usulan Pemutakhiran
Standar Data Statistik
digunakan ketika
Kementerian/Lembaga
menemukan Standar
Data yang dibutuhkan
namun standar data
yang tersedia tidak sesuai
yang diinginkan.
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TEMUAN MASALAH  
PENGISIAN FORMULIR

LANDSCAPE
CONTENT
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